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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, pukul 10.00 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(selanjutnya disebut UU 40/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 

dalam Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 

Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 

lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 

Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 40/2004 diajukan oleh Samiani, yang diwakili 
oleh Muhammad Sholeh, S.H., dkk., para Advokat pada Kantor Advokat ”Sholeh 
and Partners”, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 40/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan Pasal 35 ayat (2) 

dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 35 ayat (2) UU 40/2004 

“Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta 
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total 
tetap, atau meninggal dunia.” 

Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 

“Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat 
peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total 
tetap.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 dianggap 

Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 

28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 

hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 

dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 

hukum sebagai berikut: 

 

[3.10]  Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 

Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.10.1]  Bahwa persoalan konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh 

Pemohon berkaitan dengan penafsiran norma Pasal 35 ayat (2) juncto Pasal 37 

ayat (1) UU 40/2004. Di dalam kedua pasal yang saling terkait tersebut diatur 

bahwa program “jaminan hari tua” ditujukan untuk menjamin peserta program 

menerima manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai apabila memasuki masa 

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian 

pencapaian tujuan demikian dipertegas dengan pengaturan bahwa pembayaran 

uang jaminan hari tua dilakukan secara sekaligus;  

Bahwa Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 beserta 

Penjelasan, selengkapnya menyatakan sebagai berikut:  

Pasal 35 ayat (2)  

“Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar 
peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami 
cacat total tetap, atau meninggal dunia.”  

Pasal 37 ayat (1)  

“Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada 
saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami 
cacat total tetap.” 
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Penjelasan Pasal 35 ayat (2) 

“Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum memasuki usia 
pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi bekerja 
dan iurannya berhenti.”  

Penjelasan Pasal 37 ayat (1)  

“Cukup jelas” 

Bahwa menurut Pemohon ketentuan norma-norma a quo tidak 

mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, serta bersifat diskriminatif, 

karena norma tersebut tidak mengakomodir pembayaran jaminan hari tua bagi 

pekerja yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja. 

Norma pasal-pasal tersebut hanya mengakomodir pembayaran jaminan hari tua 

bagi pekerja yang memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau 

meninggal dunia.  

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, setelah dicermati secara 

saksama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 pada hakikatnya 

adalah ketentuan yang mengatur tujuan jaminan hari tua dan tata cara 

pembayaran jaminan hari tua. Oleh karena itu, sebelum menjawab persoalan 

dasar yang didalilkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah menjelaskan 

terlebih dahulu esensi dasar berkenaan dengan hakikat jaminan hari tua bagi 

pekerja sebagaimana dimaksudkan dalam UU 40/2004.  

Bahwa program jaminan hari tua adalah tabungan wajib yang 

dibebankan negara kepada pemberi kerja dan pekerja untuk masa depan 

pekerja. Oleh karena itu, terdapat perbedaan fundamental dengan tabungan 

personal ataupun komersial yang dananya ditempatkan pada perbankan, baik 

mengenai sifat maupun tujuannya. Dalam tabungan yang bersifat personal atau 

komersial, uang tabungan dapat diambil setiap saat atau setiap waktu 

dibutuhkan karena memang hanya untuk mengantisipasi kebutuhan personal 

pemilik tabungan bersangkutan tanpa negara dapat melibatkan diri dalam 

urusan privat tersebut. Sedangkan tabungan jaminan hari tua yang dibebankan 

kepada pemberi kerja dan pekerja adalah kewajiban yang dibebankan oleh 

negara dalam rangka mengejawantahkan perlindungan konstitusional bagi 

warga negara, khususnya terkait masa depan pekerja. Dengan demikian, jaminan 

hari tua mempunyai karakteristik berbeda dalam pelaksanaannya, termasuk 

mengenai tata cara pembayaran jaminan hari tua dimaksud.  

Bahwa dalam konteks tata cara pembayaran jaminan hari tua, negara 

dengan kewenangan yang dimiliki dapat mengatur skema tata cara pembayaran 

jaminan hari tua dimaksud. Pengaturan demikian harus selalu mengedepankan 

kepentingan yang bersifat umum daripada mengutamakan kepentingan yang 

bersifat perorangan atau individu. Dengan demikian, berangkat dari esensi yang 

terdapat dalam semangat norma-norma undang-undang yang dimohonkan 

pengujian oleh Pemohon terdapat korelasi antara alasan yang membatasi 

pembayaran jaminan hari tua hanya terbatas karena pensiun, meninggal dunia 
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atau cacat total tetap sebelum pensiun (vide Pasal 37 UU 40/2004) dengan alasan 

cacat total tetap, sehingga berhenti bekerja dan iurannya juga berhenti (vide 

Pasal 35 UU 40/2004). 

[3.10.2]  Bahwa selanjutnya dengan uraian fakta hukum tersebut di atas, 

persoalan konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah 

adalah, apakah dengan demikian norma-norma yang dimohonkan pengujian oleh 

Pemohon menjadi tidak berkeadilan dan tidak berkepastian hukum serta 

diskriminatif karena tidak mengakomodir pekerja, yang terkena pemutusan 

hubungan kerja dan mengundurkan diri, untuk mendapatkan 

pembayaran/pemberian jaminan hari tua.  

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa 

esensi mendasar tujuan jaminan hari tua adalah diperolehnya manfaat uang 

tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, 

meninggal dunia, dan cacat total tetap. Sehingga dengan demikian bagi peserta 

yang sudah tidak mempunyai penghasilan lagi, disebabkan karena pensiun, atau 

bagi yang meninggal dunia untuk keluarga yang ditinggalkan, dan peserta yang 

mengalami cacat total tetap, uang pembayaran jaminan hari tua tersebut 

sesungguhnya dapat menjadi bekal bagi peserta yang bersangkutan atau ahli 

warisnya dalam mempertahankan derajat kehidupan yang layak.  

Bahwa oleh karena itu, titik krusial manfaat dari jaminan hari tua 

sebenarnya terletak pada saat peserta menghadapi masa pensiun, meninggal 

dunia, atau cacat total tetap yang berakibat “tertutupnya” kemungkinan untuk 

mendapatkan kesempatan bekerja kembali. Dengan demikian, pembayaran uang 

tunai yang berasal dari jaminan hari tua sangat bermanfaat untuk menyambung 

biaya kehidupan peserta dan keluarga/ahli warisnya, khususnya dalam 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak. Hal ini berbeda dengan peserta 

yang berhenti bekerja karena alasan-alasan lain, seperti karena pemutusan 

hubungan kerja atau mengundurkan diri, yang masih dimungkinkan 

mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain.  

Bahwa oleh karena itu lebih lanjut dapat dipertimbangkan, menjadi 

tidak sepadan apabila pembayaran jaminan hari tua yang diproyeksikan sebagai 

bekal dalam menyongsong kehidupan setelah peserta tidak mampu lagi bekerja 

karena usia lanjut atau cacat total tetap, bahkan meninggal dunia, dipersamakan 

dengan yang berhenti karena alasan-alasan lain. Namun demikian, karena iuran 

yang dipergunakan untuk membayar jaminan hari tua sejatinya sebagian juga 

dari pekerja, maka terhadap pekerja yang berhenti membayar iuran jaminan hari 

tua karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri haruslah 

tetap dipertimbangkan untuk diberikan haknya sepanjang memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dalam arti pemberian pembayaran jaminan hari 

tua tersebut tidak menggeser tata cara pembayaran sebagaimana ditentukan 

dalam skema pembayaran yang diatur dalam peraturan pelaksana atau dalam 
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norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Penegasan 

Mahkamah tersebut didasarkan pertimbangan hukum, yaitu apabila peserta yang 

berhenti bekerja karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan 

diri dipersamakan dengan peserta yang diberikan pembayaran jaminan hari tua 

karena pensiun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.  

Bahwa mempersamakan kedua hal demikian dikhawatirkan Mahkamah 

akan berdampak pada pergeseran makna jaminan hari tua. Bahkan kebijakan 

mempersamakan demikian bisa berkembang menjadi “modus” peserta untuk 

mendapatkan pembayaran jaminan hari tua dan dipergunakan untuk keperluan 

lain yang tidak sejalan dengan tujuan jaminan hari tua sebagai bentuk 

perlindungan konstitusional terhadap nasib pekerja yang perlu dicampuri 

urusannya oleh negara, meskipun konsep jaminan hari tua termasuk ranah 

privat.  

[3.10.3] Bahwa dengan merujuk uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, 

selanjutnya penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan persoalan yang 

berpotensi dialami oleh Pemohon dengan eksistensi Pasal 35 ayat (2) juncto 

Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. Lebih lanjut apabila dicermati, konteks berhenti 

bekerja selain karena meninggal dunia, pensiun, atau cacat total tetap, dapat pula 

disebabkan karena mengundurkan diri atau karena terkena pemutusan 

hubungan kerja. Dalam perspektif ini UU 40/2004 tidak mengatur secara tegas 

bahwa yang dimaksud berhenti bekerja adalah termasuk mengundurkan diri 

atau karena terkena pemutusan hubungan kerja, namun istilah pensiun pada UU 

40/2004 apabila merujuk pada pengertian pensiun secara umum adalah suatu 

kondisi ketika seseorang “tidak bekerja lagi krn masa tugasnya sudah selesai” 

[vide Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Depdiknas, 2008:1047)]. 

Dengan demikian, adalah kurang tepat jika mengundurkan diri dari pekerjaan 

atau terkena pemutusan hubungan kerja yang mendasarkan pada 

kontrak/perjanjian kerja berjangka waktu relatif pendek akan dikategorikan 

sebagai pensiun. Adapun frasa “mengalami cacat total” atau “meninggal dunia” 

jelas tidak mungkin ditafsirkan meliputi makna mengundurkan diri dari 

pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja.  

[3.11]  Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan potensi permasalahan yang 

dihadapi Pemohon, Mahkamah berpendapat meskipun UU 40/2004 tidak secara 

tegas mengakomodir permasalahan yang berpotensi merugikan peserta jaminan 

hari tua yang mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja, 

namun apabila ditelisik lebih detail permasalahan tersebut telah terakomodir di 

dalam peraturan pelaksana UU 40/2004, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan 

Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, bertanggal 2 Februari 2022, yang 

diundangkan pada 4 Februari 2022. Peraturan a quo kemudian dicabut dan 

digantikan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 4 
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Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua, bertanggal 26 April 2022 (selanjutnya disebut Permenaker 4/2022), 

dan diundangkan pada tanggal yang sama.  

Bahwa sebelum lebih lanjut mengutip dan mempertimbangkan substansi 

Permenaker tersebut, Mahkamah harus menegaskan bahwa pengutipan dan 

pertimbangan demikian bukan berarti Mahkamah menilai legalitas peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang, apalagi menjadikan peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai parameter/batu uji bagi 

pengujian konstitusionalitas undang-undang. Pengutipan dan/atau rujukan yang 

demikian diperlukan Mahkamah untuk mengetahui keberagaman penafsiran atas 

suatu undang-undang, terutama penafsiran oleh pelaksana undang-undang yang 

dalam hal ini Pemerintah. Dengan kata lain, pengutipan dan/atau rujukan 

demikian diletakkan oleh Mahkamah sebagai substansi yang dapat 

dipertimbangkan sebagai bagian dari fakta hukum yang mengemuka dalam 

persidangan terkait dengan perkara pengujian undang-undang.  

Bahwa terkait peraturan dimaksud, dalam Pasal 4 junctis Pasal 5, Pasal 8, 

dan Pasal 9 Permenaker 4/2022 diatur sebagai berikut:  

Pasal 4  

“Manfaat JHT dibayarkan kepada Peserta jika:  
a. mencapai usia pensiun;  
b. mengalami cacat total tetap; atau  
c. meninggal dunia.”  

Pasal 5  

“ (1)  Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a termasuk juga Peserta yang berhenti bekerja.  

(2) Peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. Peserta yang mengundurkan diri;  
b. Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan  
c. Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.”  

Pasal 8  

“Manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah 
melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan 
pengunduran diri dari pemberi kerja.”  

Pasal 9  

“Pengajuan pembayaran manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Peserta kepada BPJS 
Ketenagakerjaan, dengan melampirkan:  

a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;  

b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya; dan  

c. keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja.”  

Bahwa beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 

melalui Menteri Tenaga Kerja memaknai istilah “pensiun” dalam UU 40/2004 
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meliputi pula seseorang “yang berhenti bekerja”. Sehingga, konsep peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang pensiun meliputi juga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

berhenti bekerja. Selanjutnya, konsep berhenti bekerja tersebut dimaknai 

meliputi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengundurkan diri, terkena 

pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya. 

Bahwa dengan adanya pengaturan yang demikian, maka permasalahan 

yang dihadapi Pemohon dalam perkara a quo, secara normatif sebenarnya sudah 

terselesaikan. Artinya, pencairan dana/manfaat jaminan hari tua bagi peserta 

yang mengundurkan diri dari pekerjaan dapat dilakukan dalam waktu relatif 

singkat, jika dilakukan sesuai prosedur yang diatur Permenaker 4/2022. Namun 

demikian, sekali lagi Mahkamah harus menegaskan bahwa norma Permenaker 

bukan merupakan norma undang-undang, yang artinya kekuatan hukum norma 

Permenaker lebih rendah dibandingkan dengan norma undang-undang. Dalam 

kaitannya dengan perbedaan hierarki norma tersebut, fungsi/kewenangan yang 

diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi adalah menguji 

konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Artinya, dalam suatu 

perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang, ketika suatu undang-

undang tidak mengatur isu tertentu namun peraturan pelaksana undang-undang 

tersebut mengatur atau menafsirkan dengan lebih rinci isu tersebut, hal 

demikian tetap tidak dapat dianggap sebagai materi/substansi undang-undang.  

[3.12]  Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keberadaan UU 40/2004 

yang tidak mengatur pencairan manfaat/dana jaminan hari tua bagi peserta 

jaminan hari tua yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau 

mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum waktu pensiun, serta telah 

mempertimbangkan pula keberadaan Permenaker yang memungkinkan adanya 

perubahan makna/tafsir terkait pencairan manfaat/dana jaminan hari tua di 

atas, Mahkamah berpendapat tidak perlu adanya perluasan makna Pasal 35 ayat 

(2) juncto Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004.  

Namun demikian, melalui putusan ini Mahkamah menegaskan agar solusi 

hukum atas hal-hal yang potensial dialami Pemohon diakomodir dalam 

peraturan pelaksana, dengan tidak boleh merugikan hak peserta jaminan hari 

tua sepanjang pengunduran diri dan pemutusan hubungan kerja yang dialaminya 

benar-benar berakibat terhentinya yang bersangkutan untuk tidak bekerja 

kembali atau karena alasan-alasan yang bersifat adanya “keadaan memaksa” 

(force majeure), seperti halnya dalam kondisi pandemi Covid-19. Lebih lanjut, 

perluasan makna lebih detail dalam peraturan pelaksana demikian ditujukan 

agar dapat mengakomodir hak peserta jaminan hari tua, yaitu hak untuk 

mendapatkan manfaat jaminan hari tua dalam hal peserta dimaksud berhenti 

bekerja karena mengundurkan diri atau karena mengalami pemutusan 

hubungan kerja sebelum tercapai usia pensiun sewajarnya.  
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[3.13]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut 

di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 

ayat (1) UU 40/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan, 

ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon 

tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sedangkan hal-hal lain dan 

selebihnya tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak ada relevansinya. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 33/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan Pemohon 

untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 

40/2004 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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